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nciples.pdf, diakses pada tanggal 09 Mei 2017, Pukul 15:18 WIB, 

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera 

Selatan. 

F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4359); 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4379); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4380); 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4611) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4357);    

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4168); 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5226); 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 

Covenant on Civil and Political Rights (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187); 

IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
76/PUU-XII/2014 YANG
BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA  (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme
Pengujian Norma Konkret di Indonesia)
JOVI ANDREA BACHTIAR, Andy Omara, S.H., M.Pub&amp;Int.Law., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



488 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan  Hukum 

Acara Pidana; 

Peraturan Mahkamah Konstutusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman 

Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 

G. PUTUSAN PENGADILAN  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 

perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 

tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019-020/PUU-III/2005 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.   
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-V/2007 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-VI/2008 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 perihal Pengujian 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 

perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden  terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-VII/2009 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-VII/2009 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan 

Hukum Pendidikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-IV/2006 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 
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terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2010 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 terhadap 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
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terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VIII/2010 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 

yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 
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tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal 

pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-X/2012 pengujian 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi 37/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 
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Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Peradilan 

Agama, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan 

Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
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Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi 84/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012  perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan PerundangUndangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 

Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

Kabupaten Maybarat di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 
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terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013  terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 
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terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
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Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 

dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
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Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
76/PUU-XII/2014 YANG
BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA  (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme
Pengujian Norma Konkret di Indonesia)
JOVI ANDREA BACHTIAR, Andy Omara, S.H., M.Pub&amp;Int.Law., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



508 

 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
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Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjati Undang-

Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 perihal  

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
76/PUU-XII/2014 YANG
BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA  (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme
Pengujian Norma Konkret di Indonesia)
JOVI ANDREA BACHTIAR, Andy Omara, S.H., M.Pub&amp;Int.Law., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



511 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 perihalPengujian 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik  dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 perihal 

pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 perihal 

pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
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Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
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Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
76/PUU-XII/2014 YANG
BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA  (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme
Pengujian Norma Konkret di Indonesia)
JOVI ANDREA BACHTIAR, Andy Omara, S.H., M.Pub&amp;Int.Law., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



517 

 

Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah 

Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 
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Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
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Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 perihal 

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
76/PUU-XII/2014 YANG
BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA  (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme
Pengujian Norma Konkret di Indonesia)
JOVI ANDREA BACHTIAR, Andy Omara, S.H., M.Pub&amp;Int.Law., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



523 

 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

H. KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL 

Basic Law for the Federal Republic of Germany; 

The Spanish Constitution; 

American 1787 Constitution. 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); 

The Universal Declaration of Human Rights. 
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